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Dalam penulisan skripsi ini dibahas tentang Pelaksanaan Pembinaan Sistem Resi 
Gudang Di Kabupaten Blitar dalam kaitannya adalah hambatan pelaksanaan 
pembinaan Sistem Resi Gudang yang ada di Kabupaten Blitar sehingga Sistem 
Resi Gudang tidak berjalan. Untuk mendukung terobosan inovasi dalam 
peningkatan perekonomian sektor petanian maka Pemerintah Kabupaten Blitar 
bekerjasama dengan Kementrian Perdagangan melalui Dana Alokasi Khusus 
Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011 membuat program gudang 
penyimpanan yang sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2006 yang kemudian 
diamandemen dengan UU No. 9 tahun 2011 berkaitan dengan Sistem Resi 
Gudang. Keberhasilan implementasi Sistem Resi Gudang, khususnya yang 
berkaitan dengan peran petani dan pelaku usaha kecil, sangat membutuhkan 
keterlibatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) 
Bagaimana pelaksanaan pembinaan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Blitar oleh 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Timur di Kabupaten Blitar? (2)Apa hambatan dan upaya dalam 
pelaksanaan pembinaan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Blitar oleh Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur di Kabupaten Blitar? 
Jenis penelitian dalam metode penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian 
Yuridis Empiris, dimana pendekatan penelitian hukum yang digunakan adalah 
pendekatan penelitian sosiologis. 
Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas 
permasalahan yang ada bahwa Keberhasilan implementasi Sistem Resi Gudang, 
khususnya yang berkaitan dengan peran petani dan pelaku usaha kecil, sangat 
membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun 
kelemahan pelaksanaan sistem resi gudang yang masih belum berjalan di 
Kabupaten Blitar disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya Rata-rata 
kepemilikan lahan sempit sehingga kesulitan dalam mengkonsolidasikan hasilnya, 
Lemahnya kelembagaan petani (kelompok tani/Gapoktan), dan Terbatasnya 
pemahaman Sistem Resi Gudang baik oleh petani maupun petugas pendamping di 
tingkat lapangan. Anggapan bahwa Sistem Resi Gudang juga cukup rumit untuk 
dilaksanakan oleh petani. Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam SRG dari 
atas sampai bawah yang penuh prosedur, bisa saja kurang sesuai dengan kondisi 
petani/kelompok tani/gapoktan yang secara kelembagaan belum siap. Kondisi ini 
dikhawatirkan menjadikan Sistem Resi Gudang tidak dapat dinikmati oleh petani 
tetapi lebih banyak diakses oleh pedagang pengepul/tengkulak.  
 
Kata Kunci : Pembinaan, Sistem Resi Gudang 
 
A. LATAR BELAKANG 
Dahulu Indonesia dikenal sebagai negara agraris, sebutan tersebut 
didukung dengan kondisi wilayah Indonesia yang memiliki daratan luas, tanah 
yang subur dengan hasil yang juga melimpah tentunya, juga kaya akan sumber 
daya alam. Keberadaan tanah yang subur juga didukung dengan banyaknya 
masyarakat Indonesia yang memiliki mata pencaharian sebagai petani, sehingga 
atas daratan luas yang subur tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk dapat 
menghasilkan produk-produk pertanian. Salah satu bukti dari sebutan negara 
agraris untuk Indonesia adalah pencapaian Indonesia untuk dapat mencukupi 
kebutuhan akan pangannya sendiri, tanpa bergantung pada pihak luar, atau dikenal 
dengan swasembada pangan, sebagaimana yang terjadi di tahun 1984, yang mana 
atas pencapaian akan kemampuan mencukupi kebutuhan akan beras secara 
mandiri tersebut, Indonesia memperoleh penghargaan dari Food and Agriculture 
Organization (FAO)
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. Kemampuan akan menghasilkan produk pertanian dengan 
jumlah banyak juga seharusnya dapat memberikan dampak positif bagi 
perekonomian negara, yakni dengan menjadikan hasil-hasil pertanian sebagai 
sumber pendapatan bagi negara. 
Berbicara mengenai akses pembiayaan, tentu tidak akan terlepas dari 
keberadaan lembaga perbankan. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem 
keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat 
bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik 
negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang 
dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank 
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 Anonymous, Kebijakan Pangan,  http://www.suaramerdeka.com/harian/0802/04/nas04.htm, 
diakses tanggal 14 April 2014 
melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem 
pembayaran bagi semua sektor perekonomian.
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Untuk mendukung terobosan inovasi dalam peningkatan perekonomian 
sektor petanian maka Pemerintah Kabupaten Blitar bekerjasama dengan 
Kementrian Perdagangan melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana 
Perdagangan Tahun Anggaran 2011 membuat program gudang penyimpanan yang 
sesuai dengan UU No.9 Tahun 2006 yang kemudian diamandemen dengan UU 
No 9 tahun 2011 berkaitan dengan Sistem Resi Gudang. Keberhasilan 
implementasi Sistem Resi Gudang, khususnya yang berkaitan dengan peran petani 
dan pelaku usaha kecil, sangat membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. Program pembiayaan usaha tani melalui pemberian Kredit 
Usaha Rakyat dengan Jaminan Resi Gudang setidaknya harus melibatkan 
Kementrian Pertanian yang di daerah merupakan Dinas Pertanian yang berperan 
dalam sosialisasi program resi gudang kepada para petani melalui kelompok-
kelompok tani, Kementrian Perdagangan yang didaerah merupakan Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan berperan membina dan mengawasi lembaga-
lembaga yang terkait Sistem Resi Gudang agar dapat menjalankan fungsinya 
dengan baik dan benar, Kementrian Keuangan yang berperan dalam menunjang 
kelancaran pendanaan program percontohan Resi Gudang, Bank Indonesia 
berperan mendorong lembaga perbankan untuk ikut serta memberi kredit dan 
pembiayaan dengan Jaminan Resi Gudang, Selanjutnya, DPR sebagai wakil 
rakyat berperan besar menyetujui dan mengawasi program percontohan Resi 
Gudang bagi petani dan usaha kecil. 
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Dalam kaitannya sistem resi gudang ini di Kabupaten Blitar belum 
berjalan dengan baik. Salah satu lembaga perbankan yang bekerjasama dengan 
pemerintah yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Blitar yang 
memberikan fasilitas kredit bagi petani dengan resi gudang sebagai jaminan kredit 
tersebut. Hasil prasurvey penulis di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 
Cabang Blitar menurut bagian penyelia umum bahwa kredit jaminan resi gudang 
sudah ada tahun 2013 setelah diresmikan oleh pemerintah Kabupaten Blitar terkait 
sistem resi gudang yang baru ada di Kabupaten Blitar. Namun dalam 
penyalurannya ternyata masih belum ada yang menggunakan kredit dengan 
jaminan resi gudang ini di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Blitar 
sampai pada tahun 2014 ini.
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 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jelaskan, uraian 
tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan 
hukum, dengan judul “PELAKSANAAN PEMBINAAN SISTEM RESI 
GUDANG DI KABUPATEN BLITAR (Studi Di Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan, Dinas Pertanian dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 
di Kabupaten Blitar) 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Blitar 
oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Timur di Kabupaten Blitar? 
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2. Apa hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pembinaan Sistem Resi Gudang 
di Kabupaten Blitar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas 
Pertanian dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Kabupaten Blitar? 
 
C. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan untuk memahami, mempermudah 
sekaligus memperlancar penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Yang 
dimaksud yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan 
pada peraturan perundang-undangan tentang pemasyarakatan dan pembebasan 
bersyarat. Secara empiris/sosiologis disini dimaksudkan bahwa penelitian ini 
didasarkan pada realita dan kenyataan sosial yang ada pada masyarakat. Penelitian 
ini merupakan jenis penelitian empiris karena mengkaji mengenai pelaksanaan 
pembinaan sistem resi gudang atas komoditi gabah di kabupaten Blitar dan PT 
Bank Jatim cabang Blitar. Pendekatan Penelitian yang digunakan untuk 
memahami, mempermudah sekaligus memperlancar penelitian ini adalah 
pendekatan penelitian sosiologis. Menjelaskan untuk mengkaji suatu 
permasalahan di dalam masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud 
dan tujuan untuk mendapatkan fakta, yang dilanjutkan dengan menemukan 
masalah, yang selanjutnya pada pengidentifikasian masalah dan untuk mencari 
penyelesaian masalah.
4
 Penelitian empiris ini merupakan penelitian terhadap 
pelaksanaan pembinaan sistem resi gudang atas komoditi gabah yang ada di 
Kabupaten Blitar dalam hubungannya dengan pemeberian kredit dengan jaminan 
resi gudang. 
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Jenis dan bahan hukum tertulis terdiri dari bahan hukum primer dan 
sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang 
diperoleh langsung dari responden yakni, hasil wawancara dengan Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan bagian penyelia kredit Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Blitar yang menangani permasalahan 
kredit. Data Sekunder Merupakan data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis 
dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-
buku dan literatur yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian 
ini, dengan cara study kepustakaan (library research),
5
 yang merupakan suatu cara 
untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber tertulis, yaitu peraturan 
perundang-undangan, literatur-literatur dan surat kabar. Studi kepustakaan 
dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat 
maupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok 
permasalahan yang merupakan data yang bersifat sekunder. 
 
D. PEMBAHASAN 
 Selama ini, disaat panen petani dihadapkan pada situasi tanpa pilihan 
kecuali menjual komoditinya segera setelah panen kepada tengkulak, saat dimana 
harga cenderung rendah. Harga dasar yang ditetapkan pemerintah atas suatu 
komoditi dalam prakteknya tidak optimal memberikan manfaat kepada petani. 
Nilai yang diterima atas hasil penjualan komoditinya seringkali tidak memadai, 
baik untuk mendukung kehidupan yang layak  bagi dirinya dan keluarganya, atau 
lebih jauh lagi menjadi modal produksi/tanam musim selanjutnya. 
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 Untuk memperoleh harga terbaik, petani perlu menahan (menyimpan) 
hasil panen untuk dijual nantinya ketika harga membaik, namun hal ini 
membebani petani dengan himpitan kebutuhan hidup yang harus segera dipenuhi, 
seperti mengembalikan pinjaman atas kegiatan atas produksi sebelumnya, 
membiayai kehidupannya, ataupun menyiapkan modal bagi produksi berikutnya. 
 Sebagai upaya mengatasi hal tersebut, maka pemerintah menerapkan 
sistem resi gudang (SRG). Melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang 
Sistem Resi Gudang, para pelaku usaha (petani, kelompok tani, gapoktan, dan 
koperasi) dapat meperoleh akses pembiayaan dari bank dengan cukup 
menjaminkan resi gudang saja, sebagai bukti kepemilikan atas barang yang 
disimpan di gudang SRG sambil menunggu harga terbaik. Suatu gudang dalam 
sistem resi gudang tidak digunakan untuk semua jenis komoditi yang dapat 
disimpan di gudang, namun gudang tersebut dikhususkan untuk menyimpan 
komoditi tertentu sesuai dengan komoditas unggulan daerah tersebut.  
 Sebagai salah satu jaminan kredit, Sistem resi gudang dapat digolongkan 
ke dalam jaminan kebendaan, dikarenakan memenuhi ciri-ciri jaminan kebendaan, 
antara lain mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat 
dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat 
diperalihkan. Perjanjian penjaminan resi gudang sebagaimana dipersyaratkan 
dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 
Gudang merupakan perjanjian  accesoir, yaitu perjanjian yang bersifat tambahan 
dan dikaitkan dengan perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok dari perjanjian 
penjaminan resi gudang tersebut adalah perjanjian kredit antara debitur dengan 
bank. Dengan demikian apabila perjanjian kreditnya batal maka perjanjian 
penjaminan menjadi batal. Perjanjian penjaminan resi gudang tersebut sekurang-
kurangnya harus memuat identitas pihak pemberi dan penerima Hak Jaminan, 
data perjanjian pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan, spesifikasi Resi Gudang 
yang diagunkan, nilai jaminan utang, serta nilai barang berdasarkan harga pasar 
pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang. Namun demikian tidak 
dipersyaratkan lebih lanjut apakah perjanjian tersebut harus dibuat dalam akta 
autentik atau dapat dibuat dalam akta di bawah tangan. 
 Keberhasilan implementasi Sistem Resi Gudang, khususnya yang 
berkaitan dengan peran petani dan pelaku usaha kecil, sangat membutuhkan 
keterlibatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Program pembiayaan usaha 
tani melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat dengan Jaminan Resi Gudang 
setidaknya harus melibatkan Kementrian Pertanian yang di daerah merupakan 
Dinas Pertanian yang berperan dalam sosialisasi program resi gudang kepada para 
petani melalui kelompok-kelompok tani, Kementrian Perdagangan yang didaerah 
merupakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan membina dan 
mengawasi lembaga-lembaga yang terkait Sistem Resi Gudang agar dapat 
menjalankan fungsinya dengan baik dan benar, Kementrian Keuangan yang 
berperan dalam menunjang kelancaran pendanaan program percontohan Resi 
Gudang, Bank Indonesia berperan mendorong lembaga perbankan untuk ikut serta 
memberi kredit dan pembiayaan dengan Jaminan Resi Gudang, Selanjutnya, DPR 
sebagai wakil rakyat berperan besar menyetujui dan mengawasi program 
percontohan Resi Gudang bagi petani dan usaha kecil. 
Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Sistem Resi Gudang dalam pasal 
33 yaitu : 
1) Urusan  Pemerintah Daerah  di  bidang  pembinaan Sistem Resi Gudang 
meliputi: 
a) Pembuatan  kebijakan  daerah  untuk mempercepat  pelaksanaan  
Sistem  Resi Gudang; 
b) Pengembangan komoditas unggulan di daerah; 
c) Penguatan  peran  pelaku  usaha  ekonomi kerakyatan  untuk  
mengembangkan pelaksanaan Sistem Resi Gudang; dan 
d) Pemfasilitasian  pengembangan  pasar  lelang komoditas.  
2) Urusan  Pemerintah Daerah  di  bidang  pembinaan Sistem Resi Gudang 
sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dikoordinasikan  dengan    Badan 
Pengawas. 
 
 Dalam kaitannya sistem resi gudang ini di Kabupaten Blitar belum 
berjalan dengan baik. Salah satu lembaga perbankan yang bekerjasama dengan 
pemerintah yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Blitar yang 
memberikan fasilitas kredit bagi petani dengan resi gudang sebagai jaminan kredit 
tersebut. Hasil prasurvey penulis di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 
Cabang Blitar menurut bagian penyelia umum bahwa kredit jaminan resi gudang 
sudah ada tahun 2013 setelah diresmikan oleh pemerintah Kabupaten Blitar terkait 
sistem resi gudang yang baru ada di Kabupaten Blitar. Namun dalam 
penyalurannya ternyata masih belum ada yang menggunakan kredit dengan 
jaminan resi gudang ini di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Blitar 
sampai pada tahun 2014 ini 
1) Pembuatan Kebijakan Daerah Untuk Mempercepat Pelaksanaan Sistem Resi 
Gudang 
 Di Kabupaten Blitar pemerintah bekerjasama dengan Kementrian 
Perdagangan melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun 
Anggaran 2011 membuat program gudang penyimpanan yang sesuai dengan UU 
No.9 Tahun 2006 yang kemudian diamandemen dengan UU No 9 tahun 2011 
berkaitan dengan Sistem Resi Gudang yang harapannya ini bermanfaat bagi petani 
antara lain untuk mendapatkan harga jual yang lebih baik dengan cara menyimpan 
komoditi di gudang terlebih dahulu saat panen raya dimana harga umumnya 
rendah, kemudian menjualnya ketika harga tinggi, mendapatkan pinjaman 
berulang (revolving loan) dari Bank untuk modal keja, dan mendorong petani 
untuk berusaha secara kelompok sehingga meningkatkan efisiensi biaya dan 
posisi tawar petani. Mengingat selama ini pertumbuhan industri dan perumahan 
sangat cepat yang mengakibatkan lahan pertanian semakin sempit, sehingga 
menimbulkan asusmi kerawanan pangan dan swasembada beras akan terganggu. 
 Berdasarkan hasil survey penulis di Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Blitar belum adanya kebijakan pemerintah daerah yang mengatur lebih 
lanjut mengenai sistem resi gudang juga merupakan salah satu alasan mengapa 
sistem resi gudang belum berjalan di Kabupaten Blitar ini. Sebenarnya diperlukan 
peraturan daerah mengenai sistem resi gudang tersebut guna lebih melancarkan 
dan meningkatkan pengguna resi gudang oleh petani. Seandainya terdapat 
peraturan daerah tersebut maka petani sendiri akan lebih tenang dan lebih terjamin 
dalam artian bahwa terdapat perlindungan hukum apabila terjadi sesuatu hal yang 
menjadikan sengketa dalam hal sistem resi gudang tersebut.
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 Dari pihak Dinas Pertanian Kabupaten Blitar yang dalam hal ini 
merupakan institusi yang memiliki program ketahanan pangan dan bekerja sama 
dengan Dinas Perindustrian dan Perdadangan Kabupaten Blitar menyatakan 
belum adanya peraturan atau kebijakan daerah yang mengatur lebih lanjut juga 
tentang resi gudang juga menjadi alasan mengapa sistem resi gudang dalam 
pelaksanaannya menjadi terhambat. Akan tetapi Dinas Pertanian juga tidak tinggal 
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 Hasil wawancara dengan Bpk. Sutopo Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Blitar 
diam, yang dalam hal ini melakukan sosialisasi bekerjasama dengan Bada 
Pelaksana Peyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Blitar untuk 
sistem resi gudang tersebut agar dapat berjalan kembali.
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2) Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah 
Di kabupaten Blitar ada sejumlah komoditi yang sangat prospektif untuk 
dikembangkan, dan merupakan peluang investasi yang menguntungkan bagi para 
investor yang bersedia menanamkan modal. Kabupaten Blitar memiliki luas 
wilayah 1.588.79 KM dengan tata guna tanah terinci sebagai Sawah, Pekarangan, 
Perkebunan, Tambak, Tegal, Hutan, Kolam Ikan dan lain-lain, Kabupaten Blitar 
juga di belah aliran sungai Brantas menjadi dua bagian yaitu Blitar Utara dan 
Blitar Selatan yang sekaligus membedakan potensi kedua wilayah tersebut yang 
mana Blitar Utara merupakan dataran rendah lahan sawah dan beriklim basah dan 
Blitar Selatan merupakan lahan kering yang cukup kritis dan beriklim kering.
8
 
Sudah seharusnya pengembangan komoditas unggulan daerah dilakukan. 
Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, suatu daerah berusaha 
memenuhi kebutuhannya sendiri dan berusaha untuk menjadi daerah yang terbaik 
dalam memenuhi kebutuhan ekonomi wilayahnya sehingga menumbuhkan 
egoisme lokal antar daerah. Oleh karena itu perlu regionalisasi dimana terbentuk 
keterkaitan antar daerah otonom sehingga membentuk hubungan antarwilayah 
berdasarkan fungsinya. Hubungan ini ditunjukkan dengan adanya aktivitas yang 
kompleks, dimana perkembangan dibangkitkan baik dari pusat maupun pinggiran. 
Konsep pendekatan ini disebut regional networking yang bersifat multisektoral 
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Komoditas unggulan daerah sendiri merupakan salah satu bentuk  
berkembangnya ketahanan pangan dalam suatu daerah tersebut. Setiap tahunnya 
Dinas Pertanian Kabupaten Blitar melakukan promosi atau sosialisasi tentang 
bagaimana mengembangkan komoditas unggulan daerah Kabupaten Blitar. Hal 
ini dilakukan agar para petani yang memiliki tanaman ataupun hasil panen yang 
memiliki potensi untuk menjadi unggulan daerah tetap terjaga dan tidak sampai 
berhenti untuk terus mengembangkan usahanya.
10
  
3) Penguatan Peran Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan Untuk Mengembangkan 
Pelaksanaan Sistem Resi Gudang 
Untuk penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan dalam 
mengembangkan pelaksanaan sistem resi gudang pemerintah menyarankan agar 
para petani kecil tergabungdalam sebuah kelompok tani, gabungan kelompok tani 
dan koperasi. Hal ini dimaksudkan agar mencapai kemudahan dalam mengakses 
sistem resi gudang tersebut.
11
 
Untuk dapat memanfaatkan sistem resi gudang secara maksimal, ada 
beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh petani/kelompok tani. 
1) Petani berusaha secara berkelompok : 
a) Agar komoditas yang disimpan di gudang mencapai jumlah yang 
ekonomis 
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b) Petani membuat perjanjian pengelolaan komoditas(penyimpanan, 
pengagunan, dan pemasaran) dengan ketua kelompok. 
c) Petani membuat surat kuasa pada ketua kelompok 
2) Melakukan budidaya pertanian dengan baik, sehingga menghasilkan 
komoditas dengan standar mutu yang dapat disimpan di gudang. 
Hal tersebut merupakan bagian dari pembinaan Dinas Perindustrian dan 
perdagangan dalam hal penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk 
mengembangkan pelaksanaan sistem resi gudang. Diharapkan dengan langkah-
langkah diatas maka pelakasanaan sistem resi gudang berjalan lancar dari pihak 
masyarakat khususnya para petani memiliki antusias yang lebih untuk melakukan 
resi gudang atas komoditasnya. 
4) Pemfasilitasan pengembangan pasar lelang komoditas 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yang dalam hal ini 
atas tugas pokok dan fungsinya menyusun perencanaan kebijaksanaan 
pembangunan dalam bidang perindustrian dan Perdagangan serta Pelaksanaan 
bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industri dan perdagangan 
belum mengadakan pasar lelang komoditas di kabupaten Blitar.
12
 
Namun dalam hal ini di Kabupaten Blitar belum diadakan Pasar Lelang 
Komoditas. Para kelompok petani dan gabungan kelompok tani yang memiliki 
hasil komoditas yang berlebih kebanyakan melelangkan hasilnya di Surabaya. 
Karena di Kabupaten Blitar sendiri belum ada pasar lelang yang diadakan 
akhirnya kelompok tani dan gabungan kelompok tani tersebut keluar daerah untuk 
memasarkan hasil pertaniannya. 
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 Permasalahan Sistem Resi Gudang tidak hanya di bagian operasional saja 
tetapi juga memasuki ranah kebijakan. Tanpa disadari terkadang kebijakan yang 
sedang dijalankan pemerintah dapat menjadi kendala yang tumbuh dan 
berkembangnya dalam Sistem Resi Gudang. Kebijakan penetapan harga dasar 
oleh pemerintah, menyebabkan harga antara panen dan masa sesudah panen 
menjadi tetap dan seragam di seluruh wilayah negara. Padahal, komoditas Sistem 
Resi Gudang seharusnya tidak di bentuk untuk stabil setiap tahunnya. Jika harga 
cukup stabil tentu tidak akan menarik petani untuk melakukan Sistem Resi 
Gudang karena tidak akan memperoleh perbedaan pada keuntungan petani setiap 
tahunnya, bahkan akan merugi karena harus mengeluarkan biaya yang cukup 
besar. Disamping itu, kebijakan yang menyebabkan tingkat suku bunga yang 
berlaku seringkali lebih tinggi sehingga meminjam uang dengan jaminan stok 
gudang menjadi tidak layak karena beban pinjaman tersebut tidak dapat ditutupi 




  Dalam kaitannya sistem resi gudang ini di Kabupaten Blitar belum 
berjalan dengan baik. Anggapan bahwa Sistem Resi Gudang juga cukup rumit 
untuk dilaksanakan oleh petani. Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam 
Sistem Resi Gudang dari atas sampai bawah yang penuh prosedur, bisa saja 
kurang sesuai dengan kondisi petani/kelompok tani/gapoktan yang secara 
kelembagaan belum siap. Kondisi ini dikhawatirkan menjadikan Sistem Resi 
Gudang tidak dapat dinikmati oleh petani tetapi lebih banyak diakses oleh 
pedagang pengepul/tengkulak. 
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 Untuk mempercepat dan memperlancar pelaksanaan sistem resi gudang 
yang ada di Kabupaten Blitar tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar 
terus berupaya melakukan perbaikan dan sosialisasi untuk kelancaran sistem resi 
gudang itu sendiri. Sosialisasi akan terus dilakukan agar para penduduk 
khususnya para petani dapat menambah pengetahuannya tentang resi gudang yang 
memilki banyak keuntungan yang didapat untuk mereka.  
Selain itu juga Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar akan lebih dalam lagi 
berkoordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan Pelaksanaan sistem 
Resi Gudang Program pembiayaan usaha tani melalui pemberian Kredit Usaha 
Rakyat dengan Jaminan Resi Gudang setidaknya harus melibatkan Kementrian 
Pertanian yang di daerah merupakan Dinas Pertanian yang berperan dalam 
sosialisasi program resi gudang kepada para petani melalui kelompok-kelompok 
tani, Kementrian Perdagangan yang didaerah merupakan Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan berperan membina dan mengawasi lembaga-lembaga yang terkait 
Sistem Resi Gudang agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar, 
Kementrian Keuangan yang berperan dalam menunjang kelancaran pendanaan 
program percontohan Resi Gudang, Bank Indonesia berperan mendorong lembaga 
perbankan untuk ikut serta memberi kredit dan pembiayaan dengan Jaminan Resi 
Gudang, Selanjutnya, DPR sebagai wakil rakyat berperan besar menyetujui dan 




Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat 
diambil adalah : 
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1. Pelaksanaan Pembinaan Sistem Resi Gudang Atas Komoditi Gabah di 
Kabupaten Blitar 
 Keberhasilan implementasi Sistem Resi Gudang, khususnya yang 
berkaitan dengan peran petani dan pelaku usaha kecil, sangat membutuhkan 
keterlibatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Program pembiayaan 
usaha tani melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat dengan Jaminan Resi 
Gudang setidaknya harus melibatkan Kementrian Pertanian yang di daerah 
merupakan Dinas Pertanian yang berperan dalam sosialisasi program resi 
gudang kepada para petani melalui kelompok-kelompok tani, Kementrian 
Perdagangan yang didaerah merupakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
berperan membina dan mengawasi lembaga-lembaga yang terkait Sistem Resi 
Gudang agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar, 
Kementrian Keuangan yang berperan dalam menunjang kelancaran pendanaan 
program percontohan Resi Gudang, Bank Indonesia berperan mendorong 
lembaga perbankan untuk ikut serta memberi kredit dan pembiayaan dengan 
Jaminan Resi Gudang, Selanjutnya, DPR sebagai wakil rakyat berperan besar 
menyetujui dan mengawasi program percontohan Resi Gudang bagi petani 
dan usaha kecil. 
Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Sistem Resi Gudang dalam 
pasal 33 yaitu : 
1) Urusan  Pemerintah Daerah  di  bidang  pembinaan Sistem Resi Gudang 
meliputi: 
a) Pembuatan  kebijakan  daerah  untuk mempercepat  pelaksanaan  
Sistem  Resi Gudang; 
b) Pengembangan komoditas unggulan di daerah; 
c) Penguatan  peran  pelaku  usaha  ekonomi kerakyatan  untuk  
mengembangkan pelaksanaan Sistem Resi Gudang; dan 
d) Pemfasilitasian  pengembangan  pasar  lelang komoditas.  
2) Urusan  Pemerintah Daerah  di  bidang  pembinaan Sistem Resi Gudang 
sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dikoordinasikan  dengan    Badan 
Pengawas. 
 
2. Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Sistem Resi Gudang Atas Komoditi 
Gabah di Kabupaten Blitar 
Adapun kelemahan pelaksanaan sistem resi gudang yang masih belum 
berjalan di Kabupaten Blitar disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:  
a) Lemahnya kelembagaan petani (kelompok tani/Gapoktan) 
b) Petani setelah panen membutuhkan uang segera untuk biaya usaha 
berikutnya 
c) Hasil panen belum bisa dikonsolidasi ditingkat kelompok tani/gapoktan 
karena lemahnya kelembagaan petani 
d) Terbatasnya sosialisasi Sistem Resi Gudang baik dari Dinas Teknis terkait 
dan Bank kepada petani 
e) Lemahnya pendampingan petani untuk mengakses kelembaga 
pembiayaan. 
Anggapan bahwa Sistem Resi Gudang juga cukup rumit untuk dilaksanakan 
oleh petani. Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam SRG dari atas 
sampai bawah yang penuh prosedur, bisa saja kurang sesuai dengan kondisi 
petani/kelompok tani/gapoktan yang secara kelembagaan belum siap. Kondisi 
ini dikhawatirkan menjadikan Sistem Resi Gudang tidak dapat dinikmati oleh 
petani tetapi lebih banyak diakses oleh pedagang pengepul/tengkulak. Oleh 
karena itu, agar Sistem Resi Gudang dapat dimanfaatkan oleh petani perlu 
juga dilakukan penyerderhanaan prosedur. 
 
3. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Sistem Resi Gudang 
Atas Komoditi Gabah di Kabupaten Blitar 
 Untuk mempercepat dan memperlancar pelaksanaan sistem resi gudang 
yang ada di Kabupaten Blitar tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten 
Blitar terus berupaya melakukan perbaikan dan sosialisasi untuk kelancaran 
sistem resi gudang itu sendiri. Sosialisasi akan terus dilakukan agar para 
penduduk khususnya para petani dapat menambah pengetahuannya tentang 
resi gudang yang memilki banyak keuntungan yang didapat untuk mereka. 
Selain itu juga Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar akan lebih dalam lagi 
berkoordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan Pelaksanaan 
sistem Resi Gudang Program pembiayaan usaha tani melalui pemberian 
Kredit Usaha Rakyat dengan Jaminan Resi Gudang setidaknya harus 
melibatkan Kementrian Pertanian yang di daerah merupakan Dinas Pertanian 
yang berperan dalam sosialisasi program resi gudang kepada para petani 
melalui kelompok-kelompok tani, Kementrian Perdagangan yang didaerah 
merupakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan membina dan 
mengawasi lembaga-lembaga yang terkait Sistem Resi Gudang agar dapat 
menjalankan fungsinya dengan baik dan benar, Kementrian Keuangan yang 
berperan dalam menunjang kelancaran pendanaan program percontohan Resi 
Gudang, Bank Indonesia berperan mendorong lembaga perbankan untuk ikut 
serta memberi kredit dan pembiayaan dengan Jaminan Resi Gudang, 
Selanjutnya, DPR sebagai wakil rakyat berperan besar menyetujui dan 
mengawasi program percontohan Resi Gudang bagi petani dan usaha kecil 
 
Saran 
Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, maka saran yang dapat diambil 
adalah: 
1. Seharusnya Pemerintah  Daerah Kabupaten Blitar melakukan hal-hal yang 
sudah tercantum dalam Undang-undang Sistem Resi Gudang khususnya 
tentang pelaksanaan pembinaan sistem resi gudang yang sudah jelas dalam 
regulasinya 
2. Pembuatan kebijakan daerah dan regulasi yang mengatur lebih lanjut 
tentang pelaksanaan sistem resi gudang sudah seharusnya segera 
direalisasikan. Karena dengan adanya kebijakan daerah dan regulasi yang 
mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan sistem resi gudang itu sendiri 
akan mempercepat pelaksanaan sistem resi gudang. 
3. Sinergitas antara instansi terkait perlu lebih di koordinasikan lagi sehingga 
program pemerintah pusat yang seharusnya sudah berjalan menjadi 
terhambat. Karena program pemerintah ini banyak memberikan manfaat 
yang dapat dirasakan oleh masyarakat. 
4. Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu lebih diperhatikan lagi. Sehingga 
dalam pelaksanaan sistem resi gudang khususnya para petani yang terletak 
diderah dapat lebih tersalurkan dan tidak terjadi kendala atau hambatan 
dalam meresi gudangkan komoditasnya. 
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